IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

72

tetap memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam KUHAP. Hal ini
sesuai dengan Putusan MK Nomor 102/PUU-XV1/2018 yang menyatakan
bahwa penyidikan yang dimiliki olen OJK adalah konstitusional selama
koordinasi terpenuhi. Oleh karena itu untuk pengaturan kewajiban
berkoordinasi serta mekanisme penyidikan oleh Penyidik OJK tidak hanya
tunduk berdasarkan pada Peraturan OJK, Keputusan Dewan Komisioner,
maupun dalam bentuk Nota Kesepahaman, akan tetapi perlu dicantumkan
dalam UU OJK.

4.2.2 Aparat penegak hukum baik Penyidik Polri maupun Penyidik OJK dengan
bantuan serta dukungan oleh Pemerintah perlu mengatasi hambatan-
hambatan yang ada pada praktik penyidikan terhadap tindak pidana di
sektor jasa keuangan dalam penanganan perkara dengan membuat
peraturan hukum yang secara nyata tegas dan jelas tertulis (lex cripta)
mengenai koordinasi antara Penyidik Polri dan Penyidik OJK sehingga
banyaknya perkara yang terjadi akan lebih optimal ditangani melalui
koordinasi yang kuat dan efektif, walaupun jumlah sumber daya manusia
Penyidik OJK tidak sebanding dengan perkara yang ada terutama perkara
yang terjadi di daerah yang mana di setiap daerah tidak semuanya terdapat
kantor OJK serta Penyidik OJK hanya berada di kantor pusat yang

berkedudukan di Jakarta.
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